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Sifat . Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal . Imbauan Kampanye iklan media massa
cetak, media massa elektronik, dan
internet
Kepada Yth.

1. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo
2. Paslon/Tim Kampanye nomor urut 1
3. Paslon/Tim Kampanye nomor urut 2

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
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B. MEMPERHATIKAN

1. Pasal 65 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 2015 juncto pasal 29 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

2. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik memuat
informasi mengenai: nama Pasangan Calon; nhomor urut; visi, misi, dan program; foto Pasangan
Calon; dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dan harus sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 : Penayangan iklan media massa
cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)
dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

4. Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 : Jumlah penayangan iklan di media
massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif
paling banyak:

a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;

b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi;
dan

c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

C. LARANGAN DALAM KAMPANYE

(Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015)

Dalam Kampanye dilarang:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai
Politik;

3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik,
perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

5. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari
pemerintahan yang sah;

7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

10. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan
raya; dan/atau

11. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.

D. IMBAUAN
Bahwa berdasarkan dasar hukum dan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas,
maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau kepada saudara agar Pelaksana kampanye,
Peserta Kampanye, dan Tim Kampanye Pemilu untuk mentaati aturan sebagaimana ketentuan
perundang-undangan.



E. SANKSI
(terlampir)
Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,

AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Yth. Kapolresta Sidoarjo

3. Yth. komandan Kodim 0816 Sidoarjo



Lampiran 1. Surat Imbauan Bawaslu Sidoarjo

Nomor

: 479/PM.00.02/K.J1-24/11/2024

Tanggal : 09 November 2024

SANKSI
No. PELAKU UU Pilkada/PKPU | BENTUK PELANGGARAN SANKSI
1. | Setiap Orang UU 1 Tahun menggunakantempatibad | Sanksi Administrasi peringatan
2015 ahdantempatpendidikan; | tertulis; dan/atau penghentian
Pasal 69 huruf I kegiatan Kampanye.
2. | Setiap orang UU 1 Tahun dengan sengaja pidana penjara paling singkat
2015 melakukan Kampanye di | 15 (lima belas) hari atau paling
Pasal 187 ayat luar jadwal waktu yang lama 3 (tiga) bulan dan/atau
(1) telah ditetapkan oleh denda paling sedikit
KPU Provinsi dan KPU Rp100.000,00 (seratus ribu
Kabupaten/Kota untuk rupiah) atau paling banyak
masing-masing calon, Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
3. | Setiap orang UU 1 Tahun dengan sengaja pidana penjara paling singkat
2015 melanggar ketentuan 3 (tiga) bulan atau paling lama
Pasal 187 ayat larangan pelaksanaan 18 (delapan belas) bulan
(2) Kampanye sebagaimana | dan/atau denda paling sedikit
dimaksud dalam Pasal 69 | Rp600.000.00 (enam ratus
huruf a, huruf b, huruf ¢, | ribu rupiah) atau paling
huruf d, huruf e, atau banyak Rp6.000.000.00 (enam
huruf f juta rupiah).
4. | Setiap orang UU 1 Tahun dengan sengaja pidana penjara paling singkat
2015 melanggar ketentuan 1 (satu) bulan atau paling
Pasal 187 ayat larangan pelaksanaan lama 6 (enam) bulan dan/atau
3) Kampanye Pemilihan denda paling sedikit
Bupati/Walikota Rp100.000,00 (seratus ribu
sebagaimana dimaksud rupiah) atau paling banyak
dalam Pasal 69 huruf g, | Rp1.000.000,00 (satu juta
huruf h, huruf i, atau rupiah).
huruf j
5. | Setiap orang UU 1 Tahun dengan sengaja pidana penjara paling singkat
2015 mengacaukan, 1 (satu) bulan atau paling
Pasal 187 ayat menghalangi, atau lama 6 (enam) bulan dan/atau
4 mengganggu jalannya denda paling sedikit
Kampanye, Rp600.000,00 (enam ratus
ribu ruplah) atau paling
banyak Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah).
6. | Setiap orang UU 1 Tahun Dengan sengaja Pidana penjara paling singkat
2015 melakukan tindak 12 (dua belas) bulan dan
Pasal 198 A kekerasan atau paling lama 24 (dua puluh

menghalang-halangi
Penyelenggara Pemilihan
dalam melaksanakan
tugasnya.

empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).




